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KATA PENGANTAR 

 

 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Jembrana merupakan kewajiban Kepala Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 

2007 sebagai mana diubah menjadi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. RKT disusun sebagai 

pegangan  bagi setiap OPD dalam mengelola Keuangan guna melaksanakan program/kegiatan 

sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2025. 

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025,  Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Jembrana, maka segala kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 

anggaran 2025 difokuskan pada RKT tersebut. 

Kami menyadari Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, masih banyak kekurangan dan 

kelemahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna 

penyempurnaan, mudah-mudahan RKT ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah 

satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Kepala Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana. 

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat 

dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan 

target Tahun 2025 kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi dan membantu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini 

 

Negara,      Januari  2025 

Kepala Pelaksana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jembrana, 

 

 

 

I Putu Agus Artana Putra, S.Sos 

Pembina 

NIP. 19700807 199201 1 003 
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KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  

    KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  

KABUPATEN JEMBRANA 

NOMOR:  06 /BPBD /2025 

TENTANG 

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

  PENGGUNA ANGGARAN  BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN JEMBRANA, 

 

Menimbang : a bahwa dengan telah disusunnya DPA  Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah  Kabupaten Jembrana Tahun 2025, sebagai 

penjabarannya diwajibkan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT)  Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Jembrana 

Tahun 2025; 

  b Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimaksud merupakan acuan bagi 

penyusunan program/kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan 

sekaligus sebagai bahan pengendalian terhadap pelaksanaan 

program/kegiatan; 

  c bahwa dengan mempertimbangkan maksud pada point a dan b diatas, 

perlu menetapkan keputusan kepala Badan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) tahun 2025; 

    

Mengingat : 1. Undang- Undang,Nomor 69 Tahun 1958 tentang,Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah  Daerah – Daerah  Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

  2. Undang–UndangNomor 28  Tahun 1999 tentang,Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  3851); 



  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Inodesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana 

Pembangunan Daerah; 

  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1842); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 



Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006  

tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Jembrana Tahun  2006-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah  

Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30); 

  14 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana 

Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jembrana Tahun 2016 Nomor 60); 

  15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5), Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5) 

  16 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana 

Kabupaten Jembrana 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana 

Tahun 2016 Nomor 33); 

  17 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Jembrana (Berita 

Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 69). 

  
M E M U T U S K A N 

Menetapkan :  

KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jembrana Tahun 2025. 

KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dimaksud dalam diktum 



 

 

 

 

PERTAMA merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun 2025. 

KETIGA  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

   

  Ditetapkan  di : Negara 

Pada Tanggal  :  6 Januari 2025 

Kepala Pelaksana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jembrana, 

 

 

 

IPutu Agus Artana Putra, S.Sos 

Pembina  

NIP. 19700807 199201 1 003 

 

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.: 

1. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara. 

2. Wakil Bupati Jembrana di Negara 

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. 

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Jembrana di 

Negara. 

5. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara . 

6     .Arsip. 



 

 

              

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

Dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 dan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan 

yang dipercayakan. 

Untuk dapat melaksanakan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan 

yang dipercayakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib menyusun perencanaan 

taktis strategis, yang sesuai kebutuhan dengan mengacu pada Pola Dasar  dan Propeda, serta 

indikator-indikator yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah, 

yang mana perencanaan ini disebut dengan Rencana Stratejik (Renstra).   

Rencanaan Stratejik (Renstra) digunakan sebagai pedoman  dalam penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA ini kemudian dipakai acuan dalam menyusun 

RAPBD. Setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD oleh Bupati berdasarkan persetujuan 

bersama antara DPRD dan Bupati, kemudian dilanjutkan untuk dievaluasi oleh Gubernur. 

Setelah mendapat evaluasi, diterbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi 

Perangkat Daerah yang memuat tentang rincian anggaran satuan kerja/ instansi yang 

dipergunakan sebagai pendukung kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana mempunyai tugas 

pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

penanggulangan bencana yang mencakup penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi 

secara adil dan merata dan memiliki fungsi : Membantu Bupati dalam urusan 

Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang mencakup 

penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata. Pelaksanaan tugas 

lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Agar dapat 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya  dengan baik, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Jembrana menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang kemudian 

digunakan sebagai pedoman  dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana ini kemudian dimasukkan 

dalam penyusunan RAPBD Kabupaten. Setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD oleh 

Bupati berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati, diterbitkan Dokumen Anggaran 

Satuan Kerja. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
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Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang dipimpin  Pejabat Eselon III ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategik 

(Renstra) untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 

Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance. Inpres 

Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan 

akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran 

wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi 

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Intruksi 

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah 

mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). 

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada 

peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP 

diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self 

assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta 

mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih 

tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah 

mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan 

untuk lebih mewirausahakan  birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor 

pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan 

(inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented 

accountabillity), terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat  untuk 

meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan 

reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas 

strategis pemerintah harus ditetapkan  didasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi 

pemerintah menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran 

kinerja yang jelas dan terukur. 

Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan  

penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Beasiswa Unggulan, Undang-Undang 

Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. 

Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu 

memberikan manfaat  nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan 

manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.  

memuat tentang rincian anggaran  Bagian-bagian  yang  berada  dibawahnya, yaitu :  a) 

Sekretariat dan Kasi  
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Setiap tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana 

menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang pada tahun berikutnya dilaporkan dalam 

Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah (LKjIP). RKT merupakan salah satu dokumen 

tahunan yang berisi program kegiatan yang strategis dari Rencana Kerja (Renja OPD) . 

Dalam RKT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana juga telah 

melakukan job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job 

deskripsi tersebut dinilai dalam LKjIP, mulai dari staf dan eselon IV bertanggungjawab 

pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada ke eselon III bertanggungjawab pada program. 

B. DASAR HUKUM  

RKT  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  Jembrana Tahun 2023 

disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : 

( 1 ).  Landasan Idiil yaitu Pancasila, 

( 2 ).  Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, 

( 3 ).  Landasan Operasional  : 

a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3851); 

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4286 ); 

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundangan-undangan tersebut telah 

menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (Sistem AKIP). 

Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih 

menekankan pada outcomes (hasil). 
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e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400 ); 

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );  

g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4438);  

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4578 ); 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4614 );  

j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi; 

k. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5), 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5) 

l. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 

Nomor 69). 

 

C.  STRUKTUR ORGANISASI  

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jembrana, Badan penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Jembrana merupakan Organisasi Perangkat Daerah 

sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten  Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan 

Bupati Jembrana Nomor 58 tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serrta Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana. 

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) maka 
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 Sedangkan untuk struktur organisasi Badan penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jembrana seperti terlampir pada Bagan berikut  :   

  

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 

DAERAH 

Bagan Struktur Organisasi BPBD 

Kabupaten Jembrana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana, maka Tugas Pokok 

Kepala Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah adalah “Membantu Bupati 

melaksanakan urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman dan ketertiban 

umum serta perlindungan masyarakat” 

BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 

UNSUR PENGARAH : 
- INSTANSI 
- PROFESIONAL 

UNSUR PELAKSANA 
KEPALA PELAKSANA 

SEKRETARIAT 

SEKSI 
PENCEGAHAN DAN 

KESIAPSIAGAAN 

SEKSI 
REHABILITASI DAN 

REKONTRUKSI 

SEKSI 
KEDARURATAN DAN 

LOGISTIK 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

penyusunan rencana kinerja setiap awal tahun merupakan suatu keharusan. Rencana Kerja 

Tahun 2024 didasarkan pada struktur orgaisasi daerah, dimana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD). 

Susunan Organisasi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana adalah  

a. Sekretariat; 

b. Seksi; 

c. Jabatan Fungsional; 
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Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan penanggulangan Bencana Daerah 

mempunyai fungsi :  

Pelaksana fungsi lain Membantu Bupati dalam urusan Penyelenggaraan 

Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang mencakup penanganan darurat, 

rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata Fungsi koordinasi sebagaimana 

dimaksud dalam Unsur  pelaksana BPBD, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana 

BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di 

daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang 

diperlukan pada tahap prabencana, saat bencana dari pasca bencana 

a. Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Unsur  pelaksana BPBD merupakan 

fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahan sumber 

daya manusia, peralatan, logistic dan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi 

vertikal yang ada didaerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka 

penanggulangan darurat bencana. 

b. Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Unsur pelaksana BPBD, merupakan 

fungsi kordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan 

terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah  lainnya, instansi vertikal  yang ada 

didaerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penangulangan bencana 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Pelaksana Administrasi Badan sesuai dengan Lingkup Tugasnya; 

d. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya. 

  Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jembrana 

mempunyai  fungsi dan  rincian tugas sebagai berikut: 

 Fungsi Kepala Pelaksana BPBD 

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 

Jembrana mempunyai fungsi : 

- perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat, 

tepat, efektif dan efisien; dan  

- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencan terpadu 

dan menyeluruh  

Uraian tugas masing-masing pejabat Badan penanggulangan Bencana Daerah  

Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut 

Kepala Pelaksana 

 Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana dipimpin oleh Kepala 

Pelaksana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang kebencanaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tesebut Kepala 

Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah  mempunyai  fungsi dan  rincian tugas 

sebagai berikut: 
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 Rincian tugas Kepala Pelaksana 

a. Merumuskan rencana strategis Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

yang selaras dengan RPJMD; 

b. Menyusun perencanaan pencapaian sasaran Badan penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten agar terlaksana dengan efektif dan efisien;   

c. Menyelenggarkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta 

dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang penanggulangan 

bencana. 

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program dan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan melalui system pengendalian internal 

(SIP) agar program dan kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indikator 

sasaran strategis yang diperjanjikan;   

e. Menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturan perundang-undangan terkait 

dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan berdampak pada 

kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan; 

f. Memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi, dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Jembrana serta instansi lain yang berkepentingan agar kesesuaian 

maupaun ketepatan laporan dan data dapat dipertanggungjawabkan; 

g. Menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), 

Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran  (RKA), Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian 

Kinerja, serta  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD) lingkup Badan; 

h. Memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan  terkait dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana 

sesuai dengan perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 

i. Menilai pretasi kerja bawahan berdasarkan hasil kinerja dan kedisiplinan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;  

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugas guna pencapaian sasaran organisasi; dan 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 

sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. 
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E.  KEWENANGAN 

Terbitnya  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah   

Kabupaten/Kota, maka disusunlah kewenangan pemerintah daerah.  

Untuk kewenangan pemerintah daerah dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan 

pilihan. Dalam melaksanakan kewenangan Daerah, Badan penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jembrana melaksanakan urusan Wajib Pelayanan Dasar. 
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 BAB II 

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan 

yang di tetapkan setelah Visi dan Misi Kabupaten Jembrana. Tujuan akan mengarahkan 

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi yang 

ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut : 

- Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan 

menyeluruh. 

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan, Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembranan adalah :  

- Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana 

 

Tabel 2.1 

Tujuan Dan Sasaran 

No. TUJUAN  SASARAN  

1. Terselenggaranya penanggulangan 

bencana secara terencana, terpadu, 

terkoordinasi dan menyeluruh. 

Meningkatnya kapasitas dalam 

penanggulangan bencana. 

 

1. Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran 

Dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui 

kebijakan, program dan kegiatan.  Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan optimal 

diperlukan cara mencapainya. 

a)  Kebijakan 

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan pedoman dan 

petunjuk bagi setiap kegiatan. Setiap tahun dalam perencanaan stratejik ditetapkan 

kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan merupakan 

keputusan-keputusan yang dibuat yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk pengambilan 

kebijakan.  
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Tabel 2.1 

Strategi, dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

 Kabupaten Jembrana 

 

Strategi Kebijakan 

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

pencegahan dan penanggulangan bencana 

alam pada tahap dini didalam pengurangan 

resiko bencana 

Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut 

serta dalam pencegahan dan penanggulangan 

bencana 

 

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2024 disusun 

berdasarkan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah 

yang melibatkan pihak-pihak terkait, masukan DPRD berupa pokok-pokok pikiran serta 

penjabaran RPJMD. Selanjutnya Arah Kebijakan Umum menjadi pedoman bagi semua 

OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi. 

 

b) Program. 

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana di 

atas. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan 

sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan 

terpadu.  

Adapun Program-program Badan Penanggulanganm Bencana Daerah  Kabupaten 

Jembrana antara lain sebagai berikut : 

1.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2.  Program Penanggulangan Bencana 

 

c) Kegiatan 

Dalam melaksanakan program tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

didukung oleh 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan antara 

lain : 

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

2) Administrasi Keuangan Perangkat daerah 

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 
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4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan : 

b. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

c. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

d. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

e. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a. Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 

b. Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

7) Pemeliharaan Barang Milik daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan 

b. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan 

Perijinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 

c. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

d. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

e. Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

8) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota 

a. Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan 

Bencana Kabupaten/ Kota (per Jenis Bencana) 

9) Pelayanan Pencegahan dan Kesiap-siagaan Terhadap Bencana 

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana Kabupaten/Kota  

b. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 

c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana Kabupaten/Kota 

d. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 

e. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 

10) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonsis Prioritas 

b. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 

c. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 

d. Aktivasi Komando Penanganan Darurat Bencana 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 
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B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024 

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026, selanjutnya dijabarkan dalam 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT).  RKT  disusun setiap tahun. RKT memuat informasi 

tentang : (a) Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun yang bersangkutan; (b) 

Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa : Kebijakan, program; dan kegiatan serta 

indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.   

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 adalah : 

 

 

 

Tabel   : 2.2 

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 

No Sasaran IKU Alasan Satuan 

1 Meningkatnya 

kapasitas dalam 

penanggulangan 

bencana 

Indeks Kapasitas Daerah 

 

Indeks Risiko Bencana 

Meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam pencegahan 

dan penanggulangan bencana 

alam pada tahap dini didalam 

pengurangan risiko bencana  

% 

 

B.  RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025 

 1. Sasaran dan Indikator Strategis 

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Korban 

Bencana Alam Kabupaten Jembrana selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT).  RKT  disusun setiap tahun, yang  memuat informasi tentang : a). 

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; b). Cara 

mencapai tujuan dan sasaran berupa : Kebijakan, program; dan kegiatan serta indikator 

kinerja kegiatan dan target capaiannya. 
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Tabel  2.4 

Rencana Kinerja Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

 Kabupaten Jembrana 

NO 

SASARAN 

STRATEGI

S 

PROGRAM 

KEGIATAN 
INDIKATOR TARGET 

JUMLAH 

*DPA 

1 2 3 4 5 6 

BPBD Meningkatn

ya kapasitas 

dalam 

penanggulan

gan bencana  

Program 

Penanggulangan 

Bencana 

 

Indeks Ketahanan 

Daerah 

 

Indeks Resiko 

Bencana 

0.49 

 

 

153,2 

881.296.680 

  Kegiatan pelayanan 

informasi rawan 

bencana kabupaten/ 

kota 

Persentase 

kawasan rawan 

bencana yang 

sudah terintegrasi 

sistim peringatan 

dini 

65% 49.883.000 

  Sub Kegiatan 

Sosialisasi, 

komunikasi, 

informasi dan 

edukasi (KIE) 

rawan bencana 

Kabupaten/ Kota 

(per jenis bencana) 

Jumlah warga 

negara termasuk 

kelompok rentan 

di kawasan rawan 

bencana bencana 

kabupaten/kota 

yang memperoleh 

sosialisasi, 

komunikasi, 

informasi dan 

edukasi sesuai 

jenis ancaman 

bencana yang ada 

di kawasan 

tempat tinggalnya 

selama 1 (satu) 

tahun  

95 Orang  49.883.000 

  Kegiatan pelayanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

Tingkat 

kesiapsiagaan 

dalam 

65% 712.333.680 
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terhadap bencana pencegahan dan 

penanggulangan 

bencana 

  Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Peralatan 

Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

kabupaten/Kota 

Jumlah peralatan 

penyelamatan diri 

bagi individu 

warga negara, 

keluarga, maupun 

Petugas sesuai 

dengan jenis 

ancaman bencana 

di kawasan 

tempat tinggalnya 

  

  Sub Kegiatan Gladi 

Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

kabupaten/kota 

Jumlah warga 

negara yang 

mengikuti gladi 

kesiapsiagaan 

untuk menguji 

efektivitas SOP 

dan keberfungsian 

sarana prasarana 

dalam 

pengendalian 

operasi 

penanganan 

darurat bencana 

(per jenis 

ancaman) 

kabupaten /kota  

45 orang  6.220.000 

  Sub Kegiatan 

Pengendalian 

Operasi dan 

Penyediaan Sarana 

Prasarana 

Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah laporan 

layanan pusat 

pengendalian 

operasi  

(pusdalops) 

dengan maklumat 

pelayanan yang 

sah dan legal 

sesuai dengan 

12 Laporan 445.366.000 
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jenis ancaman 

bencana yang ada 

di kawasan 

tempat tinggalnya  

  Sub Kegiatan 

Penyusunan 

Rencana 

Penanggulangan 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen 

Rencana 

Penanggulangan 

Bencana (RPB) 

Kabupaten/kota 

sampai dengan 

dinyatakan 

sah/legal paling 

lama dalam 1 

(satu) tahun  

1 

Dokumen 

172.480.680 

  Sub Kegiatan 

Pelatihan 

Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah warga 

negara termasuk 

kelompok rentan 

di kawasan rawan 

bencana 

Kabupaten/kota 

yang mengikuti 

pelaihan 

pencegahan dan 

mitigasi bencana  

95 orang 

kawasan 

67.737.000 

  Kegiatan 

Pelayanan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana  

Persentase 

Pelayanan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana  

100% 119.080.000 

  Sub Kegiatan 

Respon Cepat 

Kejadian Luar 

Biasa 

Penyakit/Wabah 

Zoonosis Prioritas  

Jumlah Laporan 

Koordinasi 

Respon Cepat 

Kejadian Luar 

Biasa 

Penyakit/Wabah 

Zoonosis Prioritas 

1 Laporan 1.550.000 

  Sub Kegiatan 

Respon Cepat 

Jumlah Dokumen 

SK Penetapan 

1 

Dokumen 

1.550.000 
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Darurat Bencana 

Kabupaten/Kota 

Status Darurat 

Bencana dan 

SKPDB yang 

ditetapkan paling 

lama 1x24 jam 

berdasarkan hasil 

dokumen laporan 

kajian cepat 

  Sub Kegiatan 

Pencarian, 

Pertolongan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

Kabupaten/Kota  

Jumlah Korban 

yang berhasil 

ditemukan, 

ditolong,  dan 

dievakuasi Per 

Jenis Kejadian 

Bencana  

1200 

Orang 

115.500.000 

  Sub Kegiatan 

Aktivasi Komando 

Penanganan 

Darurat Bencana 

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Aktivasi Sistem 

Komando 

Penanganan 

Darurat Bencana 

Kabupaten/Kota 

2 Laporan 480.000 

 

 2.   Dana dan sumber Dana 

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / 

sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2025, 

didukung dengan dana sebesar Rp. 4.700.638.939,- yang terdiri dari belanja Pegawai 

sebesar Rp. 3.069.225.059,- belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.475.321.200,- dan  

belanja Modal sebesar Rp. 156.092.680,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten 

Jembrana.  
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3.  Jadwal Kegiatan  

Tabel 2.2.  

Matrik Jadwal Kegiatan Belanja Langsung Berdasarkan Program/Kegiatan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana  

Tahun Anggaran 2025 

 

No NAMA PROGRAM / KEGIATAN 

JADWAL KEGIATAN 

Triwulan 

I 

Triwulan 

II 

Triwulan 

III 

Triwulan 

IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 BPBD   

I 

PROGRAM: PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAH 

DAERH KABUPATEN/KOTA 

  

1 

Perencanaan, Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

                        

  

Sub Kegiatan : Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ihktisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

  `                  

2 
Administrasi Keuangan Perangkat 

daeraha 

            

 

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

            

 

Sub Kegiatan : Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

            

3 
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

            

 

Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

            

4 
Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

                        

  

Sub Kegiatan : Penyediaan 

Komponen Istalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan Kantor 
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Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

            

 

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

            

 

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

            

 

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

            

5 

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

            

 

Sub Kegiatan : Pengadaan 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

            

6 
Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

                        

  
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa 

Surat menyurat 

                        

 

Sub kegiatan : Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

            

6 

Pemeliharaan Barang Milik 

daerah, Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

                        

  

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan 

 

                        

  

Sub Kegiatan : Penyediaan jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

pajak dan Perijinan, Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan 

                        

 

Sub Kegiatan : Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya 

            

 

 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
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Bangunan Lainnya   

 

Sub Kegiatan : Pemeliharaan / 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya   

            

II 
PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

BENCANA  

            

7 
Pelayanan Informasi Rawan 

Bencana Kabupaten/ Kota 

                        

  

Sub Kegiatan : Sosialisasi, 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ 

Kota (per Jenis Bencana) 

                        

8 
Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

                        

 

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan 

Perlindungan dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 

            

 

Sub Kegiatan : Gladi Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana kabupaten/kota 

            

 

Sub Kegiatan : Pengendalian 

Operasi dan Penyediaan Sarana 

Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana Kabupaten Kota 

            

 

Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana 

Kabupaten/Kota  

            

  

Sub Kegiatan : Pelatihan 

Pencegahan dan Mitigasi Bencana 

Kabupaten/Kota 

                        

9 
Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

            

 

Sub Kegiatan : Respon Cepat 

Kejadian Luar Biasa 

Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 

 

            

 
Sub Kegiatan : Respon Cepat             
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Darurat bencana Kabupaten/Kota 

 

Sub Kegiatan : Pencarian, 

Pertolongan dan Evakuasi Korban 

Bencana Kabupaten/Kota 

            

 

Sub Kegiatan : Aktivasi Sistem 

Komando Penanganan Darurat 

Bencana 
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BAB III 

P E N U T U P 

 

RKT yang tersusun ini merupakan dokumen perencanaan kinerja selama tahun 2025 

yang nantinya dipakai acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) tahun 2025. LKjIP yang disusun merupakan media pertanggungjawaban atas 

keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan RKT Kabupaten Jembrana Tahun 2025. 

Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait 

dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan 

dimasa-masa mendatang. 

RKT Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Jembrana merupakan 

gambaran rencana kinerja Badan Tahun 2025, yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan 

program dan kegiatan Tahun 2025. 

Demikian RKT ini kami susun dengan segala kekurangan yang kami miliki, semoga 

dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi  pada tahun-

tahun berikutnya.  

 

 

 

 Negara,       Januari  2025 

Kepala Pelaksana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jembrana, 

 

 

 

I Putu Agus Artana Putra, S.Sos 

Pembina TK. I 

NIP. 19700807 199201 1 003 

 

RKT  2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  17 



Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

No Uraian Target Satuan Target

1 2 4 5 6 9 10 11

1 1 Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah

79,4 Nilai PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTA

HAN 

DAERAH

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah

Nilai  79,4  

Perencanaan, 

Penganggaran

, dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah

Jumlah 

Dokumen 

Perencanaan 

dan 

Penganggaran 

Perangkat 

Daerah yang 

tersusun

Dokumen                               7 

1 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Masukan Dana yang 

dibutuhkan              

2,200,000

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan di 

lingkup 

Perangkat 

Daerah

83 7

Tabel.2.4

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2025

Sasaran
Program

Kegiatan
Ket

Indikator Uraian Indikator 
Kegiatan



Keluaran Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Laporan 7                             

Hasil Jumlah 

Dokumen 

Perencanaan dan 

Penganggaran 

Perangkat 

Daerah yang 

tersusun

Dokumen 7                             

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah

Jumlah 

Dokumen 

Administrasi 

Akuntansi, 

penatausahaan 

dan Pelaporan 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah yang 

tersusun

dokumen 6                             

1 Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN

Masukan Dana yang 

dibutuhkan                

Rp 30,692,250,059      

Keluaran Jumlah Orang 

yang Menerima 

Gaji dan 

Tunjangan ASN

orang 17                           



Hasil Jumlah 

Dokumen 

Administrasi 

Akuntansi, 

penatausahaan 

dan Pelaporan 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah yang 

tersusun

dokumen 6                             

2 Koordinasi dan 

Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD

Masukan Dana yang 

dibutuhkan                 

Rp 4,672,000               

Keluaran Jumlah 

Dokumen 

Koordinasi dan 

Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD

dokumen 6                             

Hasil Jumlah 

Dokumen 

Administrasi 

Akuntansi, 

penatausahaan 

dan Pelaporan 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah yang 

tersusun

dokumen 6                             

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah

Jumlah 

Pemenuhan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah yang 

diadakan

Paket 59                           

1 Pengadaan 

pakaian dinas 

beserta atribut 

kelengkapannya

Masukan Dana yang 

dibutuhkan               

Rp 8,750,000               



Keluaran Jumlah Paket 

Pakaian Dinas 

beserta Atribut 

Kelengkapan

Paket 35                           

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah

Jumlah 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Sarana 

Prasarana 

untuk 

Pelaksanaan 

Administrasi 

Perkantoran 

yang diadakan

Jenis                               5 

1 Penyediaan 

komponen istalasi 

listrik/ 

penerangan 

bangunan kantor

Masukan Dana yang 

dibutuhkan             

Rp 3,980,000               

Keluaran Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerang

an Bangunan 

Kantor yang 

Disediakan

Paket 1                             

Hasil komponen 

instalasi listrik 

yang tersedia

paket 1                             

2 Penyediaan 

Peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Masukan Dana yang 

dibutuhkan                

Rp 2,000,000               

Keluaran Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan

Paket 1                             



Hasil Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

tersedia

paket 1                             

3 Penyediaan bahan 

logistik kantor

Masukan Dana yang 

dibutuhkan                   

Rp 74,196,500             

Keluaran Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

Disediakan

Paket 4                             

Hasil Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

tersedia

paket 4                             

4 Cetakan dan 

Penggandaan

Masukan Dana yang 

dibutuhkan                 

Rp 1,358,000               

Keluaran Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan

Paket 2                             

Hasil Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Tersedia

paket 2                             

5 Penyelenggaraan 

rapat koordinasi 

dan konsultasi 

SKPD

masukan Dana yang 

dibutuhkan                 

Rp 67,962,000             

Keluaran Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD

Laporan 12                           



Hasil Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD yang telah 

terlaksana

Laporan 12                           

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah

Jumlah 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah yang 

diadakan

1 Pengadaan 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Masukan Dana yang 

dibutuhkan 

Rp 151,200,000           

Keluaran Jumlah Unit 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

disediakan

Unit 1                             

Hasil Jumlah 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah yang 

diadakan

Unit 1                             



Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintaha

n Daerah

Jumlah 

Pemenuhan 

kebutuhan jasa 

penunjang 

untuk 

pelaksanaan 

administrasi 

perkantoran 

yang diadakan

jenis 2                             

1 Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Masukan Dana yang 

dibutuhkan                

Rp 1,920,000               

Keluaran Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Laporan 480                         

Hasil Jumlah Laporan 

Pemenuhan 

Penyediaan Jasa 

surat menyurat

Laporan 480                         

2 Penyediaan jasa 

pelayanan umum 

kantor

masukan Dana yang 

dibutuhkan               

Rp 249,098,200           

Keluaran Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor 

yang Disediakan

Laporan 12                           

Hasil Jumlah Laporan 

Pemnuhan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor 

yang terlaksana

Laporan 12                           



Pemeliharaa

n Barang 

Milik Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintaha

n Daerah

Jumlah Sarana 

prasarana 

perkantoran 

yang dipelihara 

dan dalam 

keadaan baik

unit 28                           

1 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Masukan Dana yang 

dibutuhkan               

Rp 15,863,000             

Keluaran Jumlah 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan 

Pajaknya

unit 1                             

Hasil Jumlah 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan 

Pajaknya

unit 1                             



2 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak, dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

Masukan Dana yang 

dibutuhkan                

Rp 122,457,500           

Keluaran Jumlah 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

unit 16                           

Hasil Jumlah 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

unit 16                           

3 Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Masukan Dana yang 

dibutuhkan                

Rp 37,060,000             

Keluaran Jumlah Peralatan 

dan Mesin 

Lainnya yang 

Dipelihara

unit 17                           

Hasil Jumlah Peralatan 

dan Mesin 

Lainnya yang 

terpelihara

unit 17                           



5 Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi 

Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Lainnya

Masukan Dana yang 

dibutuhkan

Rp 5,400,000               

Keluaran Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya yang 

dipelihara/direha

bilitasi

Unit 2                             

Hasil Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya yang 

terpelihara

unit 2                             

4 Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya

Masukan Dana yang 

dibutuhkan                  

Rp 2,000,000               

Keluaran Jumlah Sarana 

dan Prasarana 

Pendukung 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direh

abilitasi

unit 9                             

Hasil Jumlah Sarana 

dan Prasarana 

Pendukung 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direh

abilitasi

unit 9                             



Meningkatnya 

Kapasitas Dalam 

Penanggulangan 

Bencana

1 Indeks 

Kapasitas 

Daerah

0,49 Program 

Penanggulang

an Bencana

Bencana; 

Indeks 

Kapasitas 

daerah 

Indeks Resiko 

Bencana 

Indeks

Indeks

 0,49

153,2 

2 Indeks 

Resiko 

Bencana

153,2 Pelayanan 

Informasi 

Rawan 

Bencana 

Kabupaten/ 

Kota

Persentase 

kawasan rawan 

bencana yang 

sudah 

terintegrasi 

sistim 

peringatan dini

% 65                           

2 Sosialisasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana 

Kabupaten/ Kota 

(perjenis 

Bencana)

Masukan Dana yang 

dibutuhkan                

Rp 49,883,000             



Keluaran Jumlah warga 

negara termasuk 

kelompok rentan 

di kawasan 

rawan bencana 

bencana 

Kabupaten/Kota 

yang 

memperoleh 

Sosialisasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi sesuai 

jenis ancaman 

bencana yang 

ada di kawasan 

tempat 

tinggalnya 

selama 1 (satu) 

tahun  Tatap 

Muka kepada 

Penduduk yang 

Tinggal di 

Daerah Rawan 

Bencana Sesuai 

Jenis Ancaman 

yang Ada di 

Orang 95                           

Hasil Persentase 

kawasan rawan 

bencana yang 

sudah 

terintegrasi 

sistem peringatan 

dini

% 65                           

Pelayanan 

Pencegahan 

dan 

Kesiapsiagaa

n Terhadap 

Bencana

Tingkat 

kesiapsiagaan 

dalam 

pencegahan dan 

penanggulanga

n bencana

% 65                           



1 Penyediaan 

Peralatan 

Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan 

Terhadap 

Bencana 

kabupaten/kota

Masukan Dana yang 

dibutuhkan

Rp 20,530,000             

Keluaran Jumlah Peralatan 

Penyelamatan 

Diri bagi 

individu Warga 

Negara, 

Keluarga, 

maupun Petugas 

sesuai dengan 

jenis ancaman 

bencana di 

kawasan tempat 

tinggalnya 

unit 5                             

Hasil Jumlah 

tersedianya 

Peralatan 

Penyelamatan 

Diri bagi 

individu Warga 

Negara, 

Keluarga, 

maupun Petugas 

sesuai dengan 

jenis ancaman 

bencana di 

kawasan tempat 

tinggalnya 

unit 5                             

2 Gladi 

Kesiapsiagaan 

Terhadap 

Bencana 

kabupaten/Kota

Masukan Dana yang 

dibutuhkan

Rp 6,220,000               



Keluaran Jumlah warga 

negara yang 

mengikuti gladi 

kesiapsiagaan 

untuk menguji 

efektivitas SOP 

dan 

keberfungsian 

sarana prasarana 

dalam 

pengendalian 

operasi 

penanganan 

darurat bencana 

(per jenis 

ancaman) 

kabupaten/kota

orang 45                           

Hasil terlaksananya 

Jumlah warga 

negara yang 

mengikuti gladi 

kesiapsiagaan 

untuk menguji 

efektivitas SOP 

dan 

keberfungsian 

sarana prasarana 

dalam 

pengendalian 

operasi 

penanganan 

darurat bencana 

(per jenis 

ancaman) 

kabupaten/kota

orang 45                           



3 Pengendalian 

Operasi dan 

Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kesiapsiagaan 

Terhadap 

Bencana 

Kabupaten/ Kota

Masukan Dana yang 

dibutuhkan               

Rp 445,366,000           

Keluaran Jumlah laporan 

layanan pusat 

pengendalian 

operasi 

(pusdalops) 

dengan 

maklumat 

pelayanan yang 

sah dan legal 

sesuai dengan 

jenis ancaman 

bencana yang 

ada di kawasan 

tempat 

tinggalnya

Laporan 12                           

Hasil Persentase 

tingkat 

kesiapsiagaan 

dalam 

pencegahan dan 

penanggulangan 

bencana

% 65                           

4 Penyusunan 

Rencana 

Penanggulangan 

Bencana 

Kabupaten/kota

Masukan Dana yang 

dibutuhkan 

Rp 172,480,680           



Keluaran Jumlah dokumen 

Rencana 

Penanggulangan 

Bencana (RPB) 

kabupaten/kota 

sampai dengan 

dinyatakan 

sah/legal paling 

lama dalam 1 

(satu) tahun 

dokumen 1                             

Hasil Jumlah dokumen 

Rencana 

Penanggulangan 

Bencana (RPB) 

kabupaten/kota 

sampai dengan 

dinyatakan 

sah/legal paling 

lama dalam 1 

(satu) tahun yang 

terlaksana

dokumen 1                             

5 Pelatihan 

Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana 

Kabupaten/Kota

Masukan Dana yang 

dibutuhkan 

Rp 67,737,000             

Keluaran Jumlah warga 

negara termasuk 

kelompok rentan 

dikawasan rawan 

bencana 

kabupaten/kota 

yang mengikuti 

pelatihan 

pencegahan dan 

mitigasi bencana 

orang 

Kawasan

95                           



Hasil terlaksananya 

Jumlah warga 

negara termasuk 

kelompok rentan 

dikawasan rawan 

bencana 

kabupaten/kota 

yang mengikuti 

pelatihan 

pencegahan dan 

mitigasi bencana 

orang 

Kawasan

95                           

Pelayanan 

Penyelamata

n dan 

Evakuasi 

Korban 

Bencana

Persentase 

Pelyanan 

Penyelamatan 

dan Evakuasi 

Korban 

Bencana 

% 100                         

1 Respon Cepat 

Kejadian Luar 

Biasa 

Penyakit/Wabah 

Zoonosis Prioritas

Masukan Dana yang 

dibutuhkan 

Rp 1,550,000               

Keluaran Jumlah Laporan 

Koordinasi 

Respon Cepat 

Kejadian Luar 

Biasa 

Penyakit/Wabah 

Zoonosis 

Prioritas

Laporan 1                             

Hasil Jumlah Laporan 

Koordinasi 

Respon Cepat 

Kejadian Luar 

Biasa 

Penyakit/Wabah 

Zoonosis 

Prioritas yang 

terlaksana

Laporan 1                             

2 Respon Cepat 

Darurat Bencana 

Kabupaten/Kota

Masukan Dana yang 

dibutuhkan

Rp 1,550,000               



Keluaran Jumlah 

Dokumen SK 

Penetapan Status 

Darurat Bencana 

dan SKPDB 

yang ditetapkan 

paling lama 1x24 

jam berdasarkan 

hasil dokumen 

laporan kajian 

cepat 

Dokumen 1                             

Hasil Jumlah 

Dokumen SK 

Penetapan Status 

Darurat Bencana 

dan SKPDB 

yang ditetapkan 

paling lama 1x24 

jam berdasarkan 

hasil dokumen 

laporan kajian 

cepat yang 

terlaksana

Dokumen 1                             

3 Pencarian, 

Pertolongan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

Kabupaten/Kota

Masukan Dana yang 

dibutuhkan

Rp 115,500,000           

Keluaran Jumlah Korban 

yang berhasil 

ditemukan, 

ditolong, dan 

dievakuasi per 

jenis kejadian 

bencana 

orang 1,200                      

Hasil Jumlah Korban 

yang berhasil 

ditemukan, 

ditolong, dan 

dievakuasi per 

jenis kejadian 

bencana 

orang 1,200                      



4 Aktivasi Sistem 

Komando 

Penanganan 

Darurat Bencana

Masukan Dana yang 

dibutuhkan

Rp 480,000                  

Keluaran Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Aktivasi Sistem 

Komando 

Penanagan 

Darurat Bencana 

Kabupaten/Kota

Laporan 2                             

Hasil Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Aktivasi Sistem 

Komando 

Penanagan 

Darurat Bencana 

Kabupaten/Kota

Laporan 2                             

Negara,    Januari 2025

Kepala Pelaksana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Jembrana

I Putu Agus Artana Putra, S.Sos

NIP. 19700807 199201 1 003


	COVER RKT 2025.pdf (p.1)
	DAFTAR ISI 2025.pdf (p.2)
	KATA PENGANTAR 2025.pdf (p.3)
	1. SK RKT 2025 BPBD.pdf (p.4-7)
	BAB I 2025.pdf (p.8-15)
	BAB II 2025.pdf (p.16-27)
	BAB III 2025.pdf (p.28)
	Lampran RKT 2025.pdf (p.29-47)

